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Bagaimana memperkuat Gofong-Royong untuk merehabilitasi saluran
irigasi antar petambak budidaya tradisional tanpa insentif moneter?

RANGKUMAN

Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)
adalah program pemerintah yang dibentuk
oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia (KKP) dengan kerjasama
pemerintah daerah. Dalam program PITAP,
petambak tradisional membentuk Kelompok
Pengelola Irigasi  Perikanan  (POKLINA)
kemudian merehabilitasi saluran irigasi tambak
secara swadaya.

Dana insentif dari program PITAP digunakan
untuk mensubsidi upah tenaga kerja petambak
tradisional dalam merehabilitasi saluran irigasi
berdasarkan norma budaya Indonesia untuk
bekerja sama yaitu Gotong-Royong.

Penelitian ini  mengidentifikasi beragam
kondisi sosial dan ekologi yang menghambat
atau mendorong Gotong-Royong di empat
desa budidaya dengan menganalisa dampak
insentif ekonomi  dari program  PITAP
menggunakan teori collective action dan
crowding effect.

Ringkasan rekomendasi kebijakan ini ditujukan
kepada KKP, Dinas Perikanan dan Kelautan
(DKP) di Kabupatan Lombok Barat dan
Lombok Timur, Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat (BRIDA NTB),
dan para petambak tradisional di Desa
Lembar, Sekotong, Jerowaru dan Sambelia

TEMUAN PENELITIAN

e Dibutuhkan lebih banyak penelitian
terkait proses musyawarah atau deliberasi
di negara-negara berkembang, termasuk
Indonesia.
Terdapat beragam faktor sosial dan
ekologi yang mempengaruhi hasil
program PITAP. Jika perbedaan faktor
disetiap konteks dipertimbangkan, maka
dampak program PITAP yang lebih positif
dapat diharapkan
Hirarki sosial antar masyarakat pedesaan
dapat mempengaruhi hasil musyawarah
dan pengambilan keputusan.

REKOMENDASI PENELITIAN

Pemerintah daerah dan kementerian terkait

dapat mengoptimalkan program PITAP dan

produksi perikanan budidaya dengan
mempertimbangkan hal-hal berikut:

e Mengadakan proses musyawarah yang
melibatkan beragam pemangku
kepentingan sebagai cara untuk
menyesuaikan program PITAP dengan
konteks lokal.

Memfasilitasi forum-forum komunikasi
reguler.

Menyediakan moderator untuk
memfasilitasi proses musyawarah.
Menyediakan program peningkatan
kapasitas dan pelatihan berbudidaya yang
baik untuk petambak tradisional daripada
memberikan insentif moneter.
Mendukung pembentukan koperasi untuk
petambak tradisional sehingga petambak
sejahtera dan swadaya.




LATAR BELAKANG

Kolam tambak di daerah pesisir merupakan milik
pribadi dan seringkali berlokasi di sekitar saluran
irigasi yang merupakan milik bersama. Dalam
kasus seperti ini, terdapat ketergantungan antar
sesama petambak untuk memastikan bahwa
saluran-saluran tersebut dipelihara dengan baik
dan memitigasi risiko secara bersama-sama
(seperti  membersihkan lumpur/sampah dan
memperbaiki kebocoran saluran). Idealnya,
kolam tambak perlu dirawat dan dibersihkan
setiap enam bulan sekali untuk menghindari

kerusakan  struktural yang lebih  besar.
Pertanyaannya adalah, siapa yang perlu
memperbaiki saluran dan mengapa harus

memperbaiki saluran secara bersama sama?
Pada situasi demikian, muncul masalah klasik
penyediaan barang publik yang ditemukan
dalam literatur tata kelola sumber daya milik
bersama. Hal ini terjadi ketika terdapat
perbedaan risiko yang dihadapi dan insentif yang
didapat oleh setiap petambak. Sehingga,
kurangnya Gotong-Royong antar petambak
dalam mengelola saluran irigasi merupakan
sebuah permasalah tata kelola yang perlu
dicermati.

Gotong-Royong merupakan mekanisme
tradisional dan institusi informal di Indonesia
dalam bekerja sama dan mewujudkan semangat
kolektif untuk memperkuat ketahanan ekonomi
dan sosial di tingkat lokal. Program PITAP
dirancang dengan nilai Gotong-Royong untuk
memotivasi kegiatan kolektif dalam mengelola
saluran irigasi dan meningkatkan produksi
tambak tradisional.

PITAP merupakan program pemerintah yang
bertujuan  untuk  meningkatkan  produksi
perikanan  budidaya. Program ini telah
diterapkan sejak tahun 2013 di 18 provinsi di
Indonesia dan 77 kabupaten budidaya perikanan
(Pedoman Teknis Program PITAP No. 31/2021).
Dalam pelaksanaan PITAP, petambak wajb
membentuk  Kelompok  Pengelola lIrigasi
Perikanan (POKLINA). POKLINA beranggotakan
sekitar 20 petambak tradisional di suatu desa
untuk mengelola saluran irigasi secara bersama.

Studi kasus yang mendasari ringkasan kebijakan
ini dilakukan di empat desa di Lombok Barat dan
Lombok Timur. Di Lombok Barat, program PITAP
dilaksanakan di Desa Lembar dan Sekotong pada
tahun 2021. Di Lombok Timur, program PITAP
dilaksanakan di Desa Jerowaru dan Sambelia
pada tahun 2020 (Gambar 1).

Gambar 1. Peta Pulau Lombok, Indonesia,
dengan indikasi lokasi penelitian di empat desa.

Di Lembar, Sekotong, dan Jerowaru, budidaya
perikanan  berbasis  masyarakat  dengan
mengandalkan  sistem tambak tradisional.
Sementara itu, Desa Sambelia menggunakan
sistem tambak tradisional ‘plus’. Sistem budidaya
tambak dianggap tradisional jika tambak tidak
diberi pakan dan kepadatan ikan kurang dari
atau sama dengan 5-10 benih per m? Dalam
sistem tambak tradisional, sebelum proses
budidaya, kolam dikeringkan terlebih dahulu dan

tanah di dalam kolam diberi  pupuk
menggunakan bahan herbal dan pupuk
pertanian  untuk  menumbuhkan  plankton

dan/atau alga. Sistem tambak tradisional ‘plus’
menggunakan pakan pelet, kepadatan kolam
sekitar 25-30 benih per m? dan beberapa
aerator. Sistem tambak tradisional dan
tradisional plus menggunakan konstruksi kolam
tanah, bekerja dengan peralatan sederhana
seperti cangkul dan sekop, serta mengandalkan
air pasang dan surut dari saluran irigasi untuk
pertukaran air.

Ringkasan kebijakan ini merupakan bagian dari
sebuah disertasi dengan tujuan penelitian untuk
memahami  peran  musyawarah  sebagai
mekanisme dalam adaptasi kebijakan untuk
mengatasi  permasalahan  Gotong-Royong.
Penelitian ini menggunakan beragam metode
seperti tinjauan literatur sistematis, studi kasus,
dan studi eksperimental. Temuan penelitian
berkontribusi pada teori collective action dalam
cakupan tata kelola budidaya perikanan berbasis
masyarakat dan berkontribusi dalam
memberikan rekomendasi kebijakan untuk
implementasi program PITAP di Indonesia yang
berkelanjutan.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Mengadakan proses musyawarah yang
melibatkan beragam pemangku kepentingan
sebagai cara untuk menyesuaikan program
PITAP dengan konteks lokal. Program PITAP
harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan
ekologi yang beragam di setiap desa. Proses
musyawarah dapat memfasilitasi mekanisme
adaptasi  kebijakan  dengan  melibatkan
berbagai pemegang kepentingan untuk
mendiskusikan masalah dan memutuskan
solusi  terbaik. Mengintegrasikan proses
musyawarah dalam program pemerintah dapat
mendorong tata kelola partisipatif yang efektif.

Memfasilitasi  forum-forum  komunikasi
reguler. Forum komunikasi yang teratur dapat
mewujudkan tata kelola yang adaptif untuk
meningkatkan produksi tambak. Pertemuan
rutin antar pemegang kepentingan (termasuk
anggota masyarakat) tidak hanya
meningkatkan kepercayaan dan memfasilitasi
koordinasi, tapi juga mendorong kegiatan
Gotong-Royong. Di luar program PITAP,
partisipasi petambak dan pemerintah dalam
forum komunikasi regular dapat memberikan
peluang untuk berdiskusi terkait permasalahan
lainnya sehingga dapat memajukan petambak
tradisional.

Menyediakan moderator untuk memfasilitasi
proses musyawarah. Tantangan dalam proses
musyawarah antar petambak tradisional di

Menyediakan program peningkatan
kapasitas dan pelatihan berbudidaya yang
baik untuk petambak tradisional daripada
memberikan insentif moneter. Peningkatan
kapasitas bagi petambak merupakan program
pembangunan manusia yang penting untuk
didukung oleh pemerintah daerah. Pemerintah
daerah dapat memberikan peningkatan
kapasitas bagi petambak berupa pelatihan
kepemipinan  dalam  mengkoordinasikan
masyarakat dan mengelola konflik. Selain itu
pelatihan berupa pengetahun berbudidaya
yang baik dapat meningkatkan kesadaran
untuk ber-Gotong-Royong dalam mengelola
saluran irigasi secara efisien dan efektif.
Kurangnya pemahaman tentang
ketergantungan budidaya tambak dengan
sistem irigasi telah menyebabkan buruknya
sistem irigasi dan produksi tambak yang
rendah.

Mendukung pembentukan koperasi untuk
petambak tradisional sehingga petambak
sejahtera dan swadaya. Koperasi petambak
budidaya dapat memfasilitasi kolaborasi, akses
pasar, kemajuan teknologi, dan akses modal
antar anggota. Koperasi petambak budidaya
memainkan peranan penting dalam
memfasilitasi Gotong-Royong dan
meningkatkan kesejahteraan petani tambak
tradisional dan skala kecil di Indonesia. Hal ini
tercermin dari keberhasilan koperasi di sektor

Lombok adalah hierarki dalam interaksi sosial. . - . .
pertanian. Saat ini koperasi nelayan di

Hierarki sosial dapat berupa kepemilikan ) .
modal, pengalaman, usia, pendidikan, dan Indgne5|a bel‘um mewadahi petambak
lainnya, dapat mempengaruhi partisipasi perikanan. Sehingga dukungap pemerintah
individu dalam berdiskusi. Dengan memahami Enguz membentuclj‘ IToEera&P pbetamlk(>ak
dinamika ini, pemerintah daerah perlu udidaya sangat diperiuxan. Fembentukan
) ! koperasi petani budidaya perikanan

menyediakan moderator untuk mendorong . .
memerlukan kerjasama pemerintah yang

individu agar berkontribusi dalam proses

bersifat multilevel dan lintas tingkat.
musyawarah.
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